SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas
administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  perlu
dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah
dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;

bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2011
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten  Bandung tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5065);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 176);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010,
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor
77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia
dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);

Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan
Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor
48/Hk.103/MPTP-83 dan Nomor 25 Tahun 1988 tentang
Kode Pos Indonesia;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ban dung
Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun
2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun
2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25).

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten
Bandung;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kabupaten
Bandung;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5
Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008, tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bandung (Berita daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung
Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008, tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bandung (berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2013 Nomor 34);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008, tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada
Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang
Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012
Nomor 29);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban biaya
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013
Nomor 16);
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Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 35);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban biaya
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Bandung;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

(1)

(2)

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung, meliputi:

a. Bentuk dan Susunan Naskah Dinas;

b. Kewenangan Penandatangan Naskah Dinas; dan

c. Ketentuan teknis penyelenggaraan Naskah Dinas;
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf ¢ Pasal ini,
meliputi:

a. pengelolaan surat masuk;

b. pengelolaan surat keluar;

c. tingkat Keamanan;

d. kecepatan proses;

e. penggunaan kertas surat;

f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi
perkantoran; dan

g. warna dan kualitas kertas.

Uraian Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini



Pasal 2

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 Ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

a. instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima
melalui tahapan:

1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta
didistribusikan ke unit pengelola;

2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi
surat dan arahan pimpinan; dan

3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.

b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan
kepada yang berhak.

c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme
dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural
terendah yang berwenang.

Pasal 3

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Ayat (2) huruf b, dilakukan melalui tahapan:

a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan
terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan
diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam
rangka pengendalian;

b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata
usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;

c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib
segera dikirim; dan

d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 4

Pengurusan Surat Masuk dan Surat Keluar sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengikuti ketentuan tata
kearsipan.

Pasal 5

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat
(2)  huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada
sampul naskah dinas sebagai berikut:
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a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang
materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi,
erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan
keselamatan negara;

b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan
sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak
kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa;

c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat
keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima
surat;

d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi
dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang
berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan
dan pembangunan.

e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan
sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang
tidak berhak.

Pasal 6

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat
(2) huruf d, sebagai berikut:

a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat
diterima;

b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat
diterima;

c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat
diterima; dan

d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah
surat diterima

Pasal 7

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Ayat (3) merupakan acuan bagi seluruh SKPD di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten @ Bandung dalam
menyelenggarakan Tata Naskah Dinas.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dapat memanfaatkan
penggunaan teknologi informasi yang mencangkup
mekanisme pengelolaan tata naskah dinas dan aspek
pendukung lainnya.
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(2)Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan
Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
tetap menggunakan bentuk dan model Tata Naskah Dinas
Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

(3)Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/
atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

(1) Naskah dinas biasa dibuat dalam rangkap tiga. Lembar
pertama digunakan sebagai arsip pengolah, lembar kedua
digunakan sebagai arsip tata usaha dan lembar ketiga
dipergunakan sesuai dengan tujuan penyusunan naskah
dinas.

(2)Jumlah Naskah dinas peroduk hukum yang ditandatangani
mengikuti ketentuan penyusunan produk hukum daerah

Pasal 10

(1)Ketentuan legalisasi naskah dinas dilakukan oleh pejabat
yang menandatangani;

(2)Dalam rangka efektifitas dan efesiensi Kepala SKPD dapat
menunjuk pejabat yang melaksanakan legalisasi yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 11

Ketentuan Tata Naskah Dinas di Bidang Pengelolaan
Keuangan, Kepegawaian serta Pelayanan Perizinan dan non
perizinan dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2014
BUPATI BANDUNG,
TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19740717 199803 1 003




